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ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital mendorong perubahan pola distribusi barang serta membentuk hubungan baru
antara pemilik produk dan reseller yang semakin dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi
hubungan hukum dalam sistem distribusi, menelaah implikasi praktik undercutting price, serta merumuskan
bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi reseller. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan|
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa relasi antara pemilik produk|
dan reseller cenderung tidak seimbang karena pemilik produk memiliki kendali dominan dalam penetapan
harga, distribusi, dan strategi pemasaran. Kondisi tersebut menempatkan reseller pada posisi yang rentan
terhadap kerugian, terutama ketika terjadi praktik penetapan harga di bawah standar distribusi. Dalam
perspektif hukum persaingan usaha, praktik ini berpotensi dikualifikasikan sebagai predatory pricing apabilal
memenuhi unsur tertentu. Namun, kerangka hukum yang berlaku saat ini masih lebih berfokus padal
penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, sehingga perlindungan preventif belum optimal. Oleh karena)
itu, diperlukan penguatan pengaturan kontraktual yang lebih seimbang, pengembangan regulasi distribusi yang
lebih spesifik, peningkatan fungsi pengawasan, serta pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan
teknologi. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan
kepentingan para pihak dalam sistem distribusi.

IKata Kunci : distribusi barang, reseller, perlindungan hukum, penetapan harga, persaingan usaha.
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PENDAHULUAN

Perubahan lanskap perdagangan di Indonesia semakin dipengaruhi oleh integrasi
teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Pemanfaatan platform e-commerce, media
sosial, dan strategi pemasaran berbasis digital mendorong lahirnya pola distribusi yang
lebih fleksibel dan terdesentralisasi.(Fathoni dan Sari, 2020) Dalam situasi ini, pelaku
usaha tidak lagi bergantung pada jalur distribusi konvensional, melainkan
mengembangkan jaringan pemasaran berbasis kemitraan, salah satunya melalui sistem
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reseller.( Sardjono, 2020) Model ini memungkinkan perluasan pasar secara efisien
sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi berbagai lapisan pelaku usaha, khususnya
sektor UMKM.

Keberadaan reseller dalam praktiknya tidak hanya berfungsi sebagai perantara
penjualan, tetapi juga berperan dalam membangun citra produk, menjangkau konsumen
baru, serta menjaga hubungan pasca transaksi. Peran tersebut menjadikan reseller sebagai
bagian integral dalam rantai distribusi modern. Namun demikian, hubungan antara pemilik
produk dan reseller tidak selalu berjalan dalam kondisi yang seimbang. Struktur kemitraan
yang terbentuk sering kali memperlihatkan dominasi pemilik produk dalam menentukan
kebijakan bisnis, terutama terkait strategi pemasaran dan penetapan harga.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam hubungan tersebut adalah praktik
penjualan produk oleh pemilik produk dengan harga lebih rendah dibandingkan harga yang
diberikan kepada reseller, yang dikenal sebagai undercutting price. Praktik ini
menciptakan tekanan kompetitif yang tidak proporsional, karena reseller berada dalam
posisi yang tidak memungkinkan untuk menyesuaikan harga tanpa mengorbankan margin
keuntungan.( Nugroho, 2021) Akibatnya, reseller menghadapi kesulitan dalam
mempertahankan daya saing di pasar, bahkan berpotensi mengalami kerugian finansial.

Fenomena ini tidak hanya muncul secara sporadis, tetapi juga ditemukan dalam
berbagai sektor perdagangan, seperti kosmetik, fashion, hingga industri buku. Berbagai
keluhan yang muncul di ruang publik menunjukkan adanya pola berulang di mana reseller
mengalami penurunan penjualan akibat kebijakan harga yang ditetapkan secara sepihak
oleh pemilik produk. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik undercutting price
telah berkembang menjadi persoalan struktural dalam ekosistem perdagangan digital yang
memerlukan perhatian lebih serius dari perspektif hukum.

Dari sisi normatif, hubungan antara pemilik produk dan reseller pada dasarnya
berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUH Perdata, seperti asas
konsensualisme, itikad baik, dan keseimbangan.( Hernoko, 2019) Akan tetapi, dalam
praktiknya, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan
efektif bagi reseller. Ketimpangan posisi tawar menyebabkan perjanjian kerja sama
cenderung disusun secara sepihak, sehingga ruang perlindungan bagi reseller menjadi
terbatas. Di sisi lain, regulasi yang ada dalam bidang perdagangan dan persaingan usaha
masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur perlindungan terhadap reseller
dalam konteks distribusi.

Ketiadaan pengaturan yang spesifik tersebut menunjukkan adanya kekosongan
hukum yang berdampak pada lemahnya posisi reseller dalam menghadapi kebijakan bisnis
yang merugikan. Reseller sering kali tidak memiliki instrumen hukum yang memadai
untuk menuntut keadilan, baik secara preventif maupun represif. Situasi ini berimplikasi
pada meningkatnya ketidakpastian hukum serta potensi sengketa dalam hubungan
distribusi, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekosistem perdagangan digital.

Dalam kerangka yang lebih luas, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan
hubungan kontraktual antar pelaku usaha, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi
UMKM serta keadilan dalam sistem distribusi.(Pramono, 2020) Reseller sebagai salah satu
pendorong distribusi barang lokal membutuhkan kepastian hukum yang tegas untuk dapat
menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis
mendalam untuk merancang model perlindungan hukum yang bisa menyeimbangkan
kepentingan semua pihak, serta mendorong pembentukan sistem perdagangan yang adil
dan kompetitif di Indonesia.
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METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif.
Metode ini mengutamakan analisis prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, norma, dan
regulasi yang terkait dengan relasi hukum dalam sistem distribusi barang, terutama antara
pemilik barang dan reseller. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai
Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Di samping itu, diterapkan juga
pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti kebebasan
berkontrak, itikad baik, dan perlindungan hukum dalam hubungan distribusi.

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan objek kajian, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur yang berupa
buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum
perjanjian, hukum perdagangan, dan hukum persaingan usaha.

Semua bahan hukum yang didapat kemudian dianalisis menggunakan teknik
deskriptif-analitis untuk secara sistematis menggambarkan masalah hukum yang muncul.
Selanjutnya, analisis dilakukan dengan teknik argumentatif untuk menjawab isu hukum
yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pemilik produk dan reseller, praktik
undercutting price, serta bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi reseller dalam sistem
distribusi barang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bagian ini merupakan sintesis analitis dari temuan penelitian
mengenai hubungan hukum antara pemilik produk dan reseller, praktik penjualan di bawah
harga reseller (undercutting price), serta kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih
ideal dalam sistem distribusi barang di Indonesia. Uraian ini tidak hanya merangkum hasil
kajian, tetapi juga mengintegrasikan perspektif teoritis dan normatif untuk memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika hukum yang terjadi.

Hubungan Hukum antara Pemilik Produk dan Reseller

Hubungan legal antara pemilik barang dan reseller pada dasarnya adalah hubungan
kontrak yang muncul dari kegiatan distribusi dalam sistem komersial modern. Dalam
praktiknya, distribusi barang tidak lagi dilakukan secara langsung oleh produsen kepada
konsumen, melainkan melalui jaringan pelaku usaha, termasuk reseller, yang berfungsi
memperluas jangkauan pasar.( Santoso,2021) Oleh sebab itu, hubungan antara kedua pihak
tidak dapat terpisahkan dari landasan hukum perjanjian sebagai dasar pembentukan hak
dan kewajiban.

Secara normatif, relasi ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata,
terutama mengenai kontrak yang diatur dalam KUH Perdata. Kesepakatan antara pihak-
pihak berfungsi sebagai dasar utama yang menghasilkan hubungan hukum yang mengikat,
asalkan memenubhi kriteria sah perjanjian.( Hernoko, 2019) Dengan demikian, konstruksi
hubungan antara pemilik produk dan reseller mencerminkan penerapan asas
konsensualisme dan kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki keleluasaan untuk
menentukan isi dan mekanisme kerja sama distribusi.( Khairandy, 2019)

Namun demikian, dalam praktiknya kebebasan berkontrak tidak selalu menghasilkan
hubungan yang setara. Perjanjian distribusi sering kali berbentuk perjanjian baku yang
disusun oleh pemilik produk, sehingga reseller memiliki ruang negosiasi yang terbatas.
(Shidarta, 2017) Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, yang secara
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faktual menempatkan pemilik produk pada posisi dominan karena menguasai aspek
strategis seperti produksi, merek, dan kebijakan pemasaran.

Selain aspek kontraktual, hubungan hukum ini juga dipengaruhi oleh kerangka
hukum perdagangan dan persaingan usaha. Regulasi di bidang perdagangan menuntut agar
kegiatan distribusi dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab, sementara hukum
persaingan usaha membatasi praktik yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain. Dengan
demikian, hubungan antara pemilik produk dan reseller tidak hanya bersifat privat, tetapi
juga memiliki dimensi publik yang diatur oleh negara untuk menjaga keseimbangan dalam
kegiatan ekonomi.

Dari sudut pandang teoritis, kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara teori
kontrak, teori pasar bebas, dan teori negara kesejahteraan hukum.(Hernoko, 2019)
Kebebasan pelaku usaha dalam merumuskan strategi distribusi tetap harus diimbangi
dengan asas keadilan dan perlindungan untuk pihak yang lebih rentan. Oleh karena itu,
hubungan hukum antara pemilik produk dan reseller dapat dikategorikan sebagai
hubungan yang kompleks karena melibatkan dimensi kontraktual, ekonomi, dan regulasi
secara simultan.

Praktik Undercutting price dalam Perspektif Hukum

Praktik penjualan produk di bawah harga reseller merupakan fenomena yang
semakin sering muncul seiring dengan perkembangan sistem perdagangan modern,
khususnya dengan hadirnya platform digital yang memungkinkan produsen menjual
langsung kepada konsumen.(Usman , 2021) Praktik ini pada dasarnya merupakan strategi
bisnis yang bertujuan meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Namun,
dalam konteks hubungan distribusi, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan hukum
apabila berdampak pada keberlangsungan usaha reseller.

Secara konseptual, potongan harga terjadi ketika pemilik barang menetapkan harga
jual yang lebih rendah dibandingkan harga yang bisa ditawarkan oleh pengecer dalam
saluran distribusi yang serupa.( Lubis dkk, 2017) Dari perspektif ekonomi, tindakan ini
dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme pasar. Akan tetapi, dalam perspektif
hukum, praktik tersebut harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan
dalam hubungan usaha.

Dalam kerangka hukum perdagangan, kegiatan distribusi harus dilaksanakan secara
tertib dan adil. Kebijakan harga yang tidak mempertimbangkan keberadaan reseller
berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut, terutama apabila menyebabkan
ketimpangan dalam hubungan usaha. Sementara itu, dalam hukum persaingan usaha,
praktik penetapan harga yang sangat rendah dapat dikaitkan dengan predatory pricing
apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya tujuan untuk menyingkirkan
pesaing atau kemampuan pelaku usaha untuk menanggung kerugian dalam jangka waktu
tertentu.( Nugroho, 2020)

Meskipun demikian, tidak setiap praktik wundercutting price dapat langsung
dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Penilaiannya perlu dilakukan secara
kontekstual dengan menerapkan pendekatan rule of reason, yang mencakup analisis
struktur pasar, posisi pelaku usaha, dan efek kebijakan tersebut terhadap persaingan usaha.
Pendekatan ini penting untuk membedakan antara strategi bisnis yang sah dengan praktik
yang berpotensi merusak struktur pasar.

Dalam hubungan distribusi vertikal antara pemilik produk dan reseller, praktik
undercutting price memiliki karakteristik yang berbeda dengan persaingan horizontal.
Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam konteks persaingan pasar, tetapi juga dalam
hubungan kontraktual antara para pihak. Reseller yang telah membeli produk dengan harga
tertentu dapat mengalami kerugian apabila tidak mampu menyesuaikan harga jualnya
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dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemilik produk.

Dengan demikian, Praktik penjualan di bawah harga tidak bisa dianggap hanya
sebagai masalah strategi pemasaran, melainkan juga sebagai isu hukum yang berhubungan
dengan keadilan dalam distribusi serta perlindungan bagi para pelaku usaha. Hal ini
menunjukkan bahwa regulasi di bidang perdagangan dan persaingan usaha memiliki peran
penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan
terhadap pelaku usaha dalam jaringan distribusi.

Perlindungan Hukum bagi Reseller

Analisis terhadap perlindungan hukum bagi reseller menunjukkan bahwa sistem
hukum yang ada masih memiliki keterbatasan dalam memberikan jaminan yang memadai
terhadap posisi reseller dalam hubungan distribusi.( Pramono , 2021) Ketiadaan
pengaturan yang spesifik mengenai hubungan antara pemilik produk dan reseller
menyebabkan perlindungan hukum lebih banyak bergantung pada perjanjian yang
disepakati para pihak.

Dari perspektif hukum perdata, reseller bisa melakukan tindakan hukum melalui
proses wanprestasi atau tindakan melawan hukum jika mengalami kerugian akibat
kebijakan pemilik produk.(Hernoko , 2019) Namun, mekanisme ini bersifat represif dan
memerlukan proses pembuktian yang tidak sederhana. Selain itu, efektivitasnya sangat
bergantung pada isi perjanjian yang sering kali tidak mengatur secara rinci mengenai
kebijakan harga dalam jaringan distribusi.( Khairandy, 2018) Dalam hukum perdagangan,
prinsip keadilan dan keseimbangan telah diakui, tetapi belum diikuti dengan pengaturan
teknis yang secara khusus melindungi reseller. Sementara itu, dalam hukum persaingan
usaha, perlindungan lebih difokuskan pada struktur pasar secara umum, sehingga tidak
selalu menjangkau hubungan distribusi vertikal secara langsung.( Nugroho, 2020)

Keadaan tersebut mencerminkan adanya perbedaan antara norma hukum dan
kenyataan praktik usaha. Reseller sebagai pelaku usaha yang berada pada posisi lebih
lemah sering kali tidak memiliki instrumen yang cukup untuk melindungi kepentingannya,
terutama dalam menghadapi kebijakan sepihak dari pemilik produk.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini mencerminkan belum
optimalnya perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif seharusnya
diwujudkan melalui regulasi yang jelas mengenai batasan kebijakan distribusi, sementara
itu, perlindungan represif harus diperkuat dengan cara mekanisme penyelesaian sengketa
yang efektif dan efisien.

Rekonstruksi Model Perlindungan Hukum yang Ideal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perlindungan hukum yang ideal bagi
reseller perlu dibangun melalui pendekatan yang terintegrasi antara hukum perdata, hukum
perdagangan, dan hukum persaingan usaha. Model perlindungan tersebut harus mampu
menjawab ketimpangan posisi tawar serta dinamika perdagangan modern yang semakin
kompleks.

Pertama, penguatan aspek kontraktual menjadi langkah penting dengan mendorong
penyusunan perjanjian distribusi yang lebih seimbang. (Hernoko , 2019) Klausul-klausul
yang mengatur transparansi harga, perlindungan terhadap perubahan kebijakan sepihak,
serta mekanisme penyelesaian sengketa harus dirumuskan dengan jelas agar memberi
kepastian hukum bagi reseller.

Kedua, diperlukan pengembangan regulasi di bidang perdagangan yang secara
khusus mengatur hubungan distribusi antara pemilik produk dan reseller. (Pramono , 2021)
Pengaturan ini harus mencakup prinsip keadilan dalam distribusi, transparansi kebijakan
pemasaran, serta perlindungan terhadap pelaku usaha yang memiliki posisi ekonomi lebih
lemabh.
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Ketiga, penguatan pengawasan oleh lembaga yang berwenang menjadi elemen
penting dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak
bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. (Nugroho , 2020)Pengawasan
ini juga perlu disesuaikan dengan perkembangan perdagangan digital yang memungkinkan
terjadinya praktik undercutting price secara lebih luas.

Keempat, pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi perlu
dikembangkan untuk mengantisipasi perubahan pola distribusi yang semakin mengarah
pada model direct-to-consumer. (Usman, 2022)Dalam konteks ini, hukum harus mampu
menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis dan perlindungan terhadap pelaku usaha
dalam jaringan distribusi.

Secara keseluruhan, model perlindungan hukum yang optimal perlu mampu
menyeimbangkan antara kebebasan dalam berbisnis dan keadilan di dalam interaksi
ekonomi. Integrasi antara teori kontrak, teori pasar bebas, teori perlindungan hukum, dan
teori negara kesejahteraan hukum menjadi landasan konseptual yang penting dalam
merumuskan sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan.

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara
pemilik produk dan reseller dalam sistem distribusi barang di Indonesia merupakan
hubungan yang bersifat multidimensional. Hubungan tersebut tidak hanya dibangun atas
dasar perjanjian sebagai instrumen hukum privat, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika
ekonomi pasar serta kerangka regulasi publik di bidang perdagangan dan persaingan usaha.
(Usman, 2022)Dengan demikian, relasi antara kedua pihak tidak dapat dipahami secara
sederhana sebagai hubungan jual beli biasa, melainkan sebagai bagian dari sistem
distribusi yang memiliki implikasi hukum yang luas.

Dari aspek kontraktual, hubungan antara pemilik produk dan reseller secara normatif
didasarkan pada prinsip kesetaraan para pihak. Namun, dalam praktiknya prinsip tersebut
sering kali tidak terwujud secara substansial. Ketimpangan posisi tawar yang disebabkan
oleh perbedaan kekuatan ekonomi menyebabkan pemilik produk memiliki kontrol yang
lebih dominan dalam menentukan isi perjanjian maupun kebijakan distribusi. Hal ini
menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak, meskipun secara formal menjamin
otonomi para pihak, dalam praktiknya dapat menghasilkan ketidakseimbangan apabila
tidak diimbangi dengan prinsip keadilan dan itikad baik. (Usman, 2022)

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik penetapan
harga dalam sistem distribusi, khususnya praktik undercutting price. Dalam konteks ini,
kebijakan harga yang diterapkan oleh pemilik produk tidak hanya berdampak pada
persaingan di pasar, tetapi juga secara langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha
reseller sebagai bagian dari jaringan distribusi.( Nugroho,2020) Praktik penjualan dengan
harga yang lebih rendah oleh pemilik produk, meskipun dapat dibenarkan sebagai strategi
bisnis dalam kerangka persaingan pasar, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan
apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan reseller.

Dari perspektif hukum, praktik undercutting price menempati posisi yang ambigu.
Di satu sisi, hukum memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menentukan strategi harga
secara bebas sebagai bagian dari mekanisme pasar. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut
dibatasi oleh prinsip persaingan usaha yang sehat dan keadilan dalam kegiatan
perdagangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik ini tidak dapat dilakukan secara
hitam-putih, melainkan harus mempertimbangkan konteks yang melatarbelakanginya,
termasuk struktur pasar, posisi pelaku usaha, serta dampaknya terhadap pelaku usaha lain
dalam jaringan distribusi.( Lubis dkk, 2017)

Lebih lanjut, analisis terhadap perlindungan hukum bagi reseller menunjukkan
terdapatnya perbedaan antara norma hukum yang ada dengan kebutuhan praktis di
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lapangan. Instrumen hukum yang tersedia, baik dalam hukum perdata, hukum
perdagangan, maupun hukum persaingan usaha, pada dasarnya telah menyediakan
kerangka perlindungan.( Pramono, 2017) Namun, kerangka tersebut belum terintegrasi
secara optimal untuk menjawab permasalahan spesifik dalam hubungan distribusi vertikal.
Akibatnya, reseller sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap kebijakan sepihak
yang diterapkan oleh pemilik produk.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat represif saja
tidak cukup untuk menjamin keadilan dalam hubungan distribusi. Mekanisme penyelesaian
sengketa melalui jalur peradilan atau lembaga pengawas sering kali membutuhkan waktu
dan pengeluaran yang tidak sedikit, serta belum tentu memberikan solusi yang efektif bagi
keberlangsungan usaha reseller.( Harahap, 2017) Oleh karena itu, diperlukan peningkatan
perlindungan hukum yang bersifat pencegahan melalui pengaturan yang lebih tegas dan
menyeluruh mengenai hubungan distribusi.

Dalam konteks tersebut, rekonstruksi model perlindungan hukum menjadi suatu
kebutuhan yang mendesak. Model perlindungan yang ideal harus mampu mengakomodasi
kepentingan seluruh pihak dalam sistem distribusi, dengan tetap menjaga keseimbangan
antara kebebasan berusaha dan prinsip keadilan.( Hernoko, 2019) Penguatan perjanjian
distribusi, pembentukan regulasi yang lebih spesifik, serta peningkatan pengawasan
terhadap praktik bisnis merupakan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk
meraih tujuan tersebut.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya adaptasi dalam
sistem hukum yang mengatur kegiatan perdagangan. Transformasi menuju model distribusi
berbasis digital telah mengubah pola interaksi antara pemilik produk dan reseller, sehingga
menciptakan tantangan baru dalam hal penetapan harga dan mekanisme distribus.( Usman,
2022) Dalam situasi ini, hukum tidak hanya dituntut untuk mengatur, tetapi juga untuk
mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi agar tetap relevan dengan perkembangan
zaman.

Secara konseptual, sintesis ini menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam
memahami hubungan distribusi harus bersifat integratif. Teori pasar bebas yang
menekankan kebebasan pelaku usaha perlu diimbangi dengan teori perlindungan hukum
yang menekankan keadilan, serta teori negara kesejahteraan hukum yang menempatkan
negara sebagai penjamin keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Integrasi ketiga
pendekatan tersebut menjadi kunci dalam merumuskan sistem distribusi yang tidak hanya
efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan dalam hubungan antara
pemilik produk dan reseller tidak hanya terletak pada aspek kontraktual semata, tetapi juga
berkaitan dengan struktur ekonomi dan efektivitas regulasi yang ada. Oleh karena itu,
solusi yang ditawarkan tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus mencakup
pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem hukum yang mengatur kegiatan distribusi
barang di Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam menciptakan sistem distribusi yang adil dan
seimbang akan memberikan manfaat tidak hanya bagi reseller sebagai pelaku usaha, tetapi
juga bagi pemilik produk, konsumen, serta perekonomian secara keseluruhan. Sistem
distribusi yang sehat akan mendorong terciptanya persaingan yang lebih fair,
meningkatkan efisiensi pasar, serta menjamin kepastian hukum untuk semua pihak yang
terlibat. Karena itu, peningkatan perlindungan hukum untuk reseller tidak hanya menjadi
kebutuhan praktis, melainkan juga bagian dari usaha untuk menciptakan sistem hukum
ekonomi yang adil di Indonesia.
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KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara
pemilik produk dan reseller dalam sistem distribusi barang di Indonesia secara normatif
berlandaskan pada prinsip kesetaraan dalam perjanjian, namun dalam praktiknya
menunjukkan ketimpangan posisi yang cukup nyata akibat dominasi pemilik produk dalam
mengendalikan kebijakan distribusi, harga, dan strategi pemasaran, sehingga menempatkan
reseller di posisi yang lebih rentan baik secara finansial maupun yuridis; kondisi ini
semakin diperparah oleh munculnya praktik undercutting price, yakni penjualan produk
oleh pemilik produk dengan tarif lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan kepada
reseller, yang meskipun dapat dipandang sebagai strategi bisnis dalam kerangka pasar
bebas, berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius karena menyerupai praktik
persaingan bisnis tidak sehat seperti predatory pricing sebagaimana dilarang dalam hukum
yang berlaku, namun di sisi lain pengaturan hukum yang ada masih cenderung bersifat
represif dan belum memberikan perlindungan preventif yang memadai bagi reseller,
sehingga menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam
hubungan distribusi; oleh sebab itu, dibutuhkan suatu model perlindungan hukum yang
lebih menyeluruh dan terintegrasi yang tidak hanya bergantung pada mekanisme
penyelesaian sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi juga menekankan penguatan aspek
preventif melalui perjanjian distribusi yang lebih seimbang, pembentukan regulasi
perdagangan yang lebih spesifik dan responsif terhadap dinamika distribusi modern, serta
pengawasan yang efektif terhadap praktik bisnis pemilik produk, termasuk dalam konteks
perdagangan digital, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan keseimbangan
kepentingan, kepastian hukum, serta keberlanjutan usaha bagi reseller dalam sistem
distribusi barang di Indonesia.
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